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A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, pukul 11.21 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam sidang virtual Pengucapan Putusan
Pengujian Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
disebut KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam
Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara
Nomor 1/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat
dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian KUHPerdata diajukan oleh Wielfried Milano
Maitimu SH., M.Si (selanjutnya disebut Pemohon).

B.

C. PASAL/AYAT KUHPERDATA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan Pasal 832,
Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916
KUHPERDATA yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 832:
“vang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah
menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau
isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila
keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka
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15 semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi
utangutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta
peninggalan mencukupi untuk itu.”

Pasal 849:
“Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang
harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”

Pasal 852:

“Anak-anak atau keturunanketurunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai
perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan
nenek mereka atau keluargakeluarga sedarah mereka selanjutnya dalam
garis lurus ke-atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang
lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala
demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga
dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya seendiri;
mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian
mewarisi sebagai pengganti”

Pasal 852a:

“Dalam hal warisan dan seorang isteri atau suami yang telah meninggal
lebiha dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan
ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan
orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkwinan suami
siteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan
yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami
atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang
diterima oleh seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan
penggantinya bila ia meninggal terlebih dahulu, dan bagaimanapun juga
bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan
harta peninggalan si pewaris”

Pasal 857:
“Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal terebut diatas menjadi
bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut
bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama;
bila mereka berasal dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka
warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak
dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu”

Pasal 914:
“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke
bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta
peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna
kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka
legiteme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa
yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang
anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa
yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
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Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka
dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai
pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris”

Pasal 916:
“Legitieme Portie dan anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui
dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya
diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian”

. BATU UJI

Bahwa Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan
Pasal 916 KUHPERDATA dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 18B
ayat (2) dan Pasal 28l ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal
857, Pasal 914 dan Pasal 916 KUHPERRDATA dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon yang pada pokoknya memohon agar ketentuan norma Pasal 832,
Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH
Perdata yang kesemuanya mengatur mengenai pewarisan dalam KUH
Perdata yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah
dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yang merasa
bahwa norma dalam KUH Perdata a quo telah menegasikan norma hukum
adat mengenai pewarisan yang berlaku di masyarakat adat Passo (Ambon-
Lease), sehingga menurut Pemohon hal demikian bertentangan dengan Pasal
18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Terhadap hal demikian, menurut
Mahkamah, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memang telah
memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan
hak-hak masyarakat adat beserta konsep pluralitas hukum dalam kerangka
hukum nasional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas.
Namun demikian, permohonan Pemohon justru tidak sejalan dengan konsep
pluralitas hukum di Indonesia yang menghendaki adanya hubungan
kolaboratif dan harmonis antar sub-sistem hukum nasional tersebut. Dalam
konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri
atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan
hukum waris adat secara bersamasama. Keanekaragaman hukum ini semakin
terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak
bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat
yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam keadaan yang demikian
muncul ide untuk melakukan unifikasi hukum demi terwujudnya satu sistem
hukum nasional mengenai pewarisan. Namun, unifikasi hukum pewarisan
yang disusun tersebut harus menjamin terserapnya semua aspirasi, nilai-nilai
dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang
budaya, agama dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum
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pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru menimbulkan
konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum
pewarisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak
terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum
waris yang akan digunakan (choice of law) dalam sebuah kesepakatan para
pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim
yang akan menentukan hukumnya. Pilihan hukum dalam hal pewarisan ini
menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional di tengah
masyarakat yang pluralistik, karena dengan memberikan pilihan sub-sistem
hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi
menegasikan sub-sistem hukum yang lain malah akan memperlebar jarak
antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

[3.13] Menimbang bahwa sejalan dengan pluralitas hukum pewarisan di
Indonesia dalam tataran praktiknya, tidak berarti menjadikan hukum adat
dalam posisi inferior. Meskipun secara historis, sejak berlakunya Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara
Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara
PengadilanPengadilan Sipil yang secara yuridis menghapuskan keberadaan
peradilan pribumi/peradilan adat (inheemsche rechtspraak) dan peradilan
swapraja (zelfbestuur rechtspraak), hukum adat tetap berlaku dan nilai-
nilainya tetap diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga
akses untuk mencapai keadilan (access to justice) bagi masyarakat adat
tetap terbuka. Dalam pengertian yang demikian maka hukum adat merupakan
sub-sistem dari sistem hukum nasional. Begitu pula, dalam sistem peradilan
Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus
perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu
perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara
baik di tengah-tengah masyarakat (living customary law), salah satunya nilai-
nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di
mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Secara normatif, kebebasan
hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim dan
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Namun berdasarkan
ketentuan a quo pula, jika dalam praktik peradilan ternyata hukum adat yang
berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka
hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat
yang berlaku, sehingga muncul putusan-putusan hakim yang secara tidak
langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks demikian, maka
tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keberlakuan hukum
adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan.
Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH
Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada
relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut
Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal
mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon;
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[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib
dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena
itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021 yang menyatakan
permohonan pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 832,
Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916
KUHPERDATA mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

A
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
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